KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

Nomor : 148/58 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(PERUBAHAN RPJM DESA) TAHUN 2023 - 2030

DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA JUNGSEMI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
waktu 8 (delapan) tahun;

bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27
ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023
tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa
mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa
dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2023 - 2030;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);




10.

1L,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015
tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 243)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1444);



Menetapkan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Bupati DEMAK Nomor 31 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2018 Nomor 31);
Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor
51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Bupati DEMAK Nomor 20 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten DEMAK Tahun 2020 Nomor
25);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
2023 - 2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023
Nomor 2);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jungsemi Tahun
2019 Nomor 3);

Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024
Nomor 8);

MEMUTUSKAN




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) Tahun 2023-
2030, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

Menugaskan kepada Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

1. penyelarasan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten/Kota,;

2. menyusun rancangan program dan kegiatan yang
masuk ke Desa;

3. memfasilitasi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dalam
rangka penyelarasan data dan informasi yang tertuang
dalam Sistem Informasi Desa hasil dari Pendataan
SDGs Desa (mengacu peta jalan SDGs Desa);

4. menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

5. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM
Desa;

6. menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa; dan

7. menyempurnakan rancangan Perubahan RPJM Desa.

Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas
Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2023-2030
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber
pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Jungsemi
Nomor : 148/58 Tahun 2025
Tentang :Pembentukan Tim Penyusun
Perubahan RPJM Desa Tahun
2023-2030

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(PERUBAHAN RPJM DESA) TAHUN 2023-2030
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NO NAMA JABATAN UNSUR

1. | KUSGIYANTO, SE Pembina Kepala Desa
2. | DWI ARI FAUARK, S.Pd Ketua Peradesa
3. | ALl MUHSON, S.I.P Sekretaris Peradesa
4. | H. M. NUR YASIN Anggota LPMD

5. | MASFAATI ULFAH, S.Pd Anggota TP PKK

6. | AHMAD RIZAL SALEH Anggota Peradesa
7. | MUSBIKHIN Anggota TOMAS/TOGA
8. | MASFUFAH, Amd Anggota Bidan Desa
9. | NGADIMIN Anggota LPMD

10. | H. PUJIYONO Anggota Ket RT/RW
11. | H. MUZER, S.Pd LPMD
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